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Abstract

This research aims to analyze the legal concept of a credit agreement
when viewed from the Civil Code and how the concept of the Shopee
SPinjam credit agreement on the Shopee application. This research is a
Keywords: normative legal research with a statutory approach method and a com-
Agreements, Borrowing, parative approach. The results showed that the credit agreement on
Credit, and Online Sho-pee SPinjam when viewed from civil law is in accordance with
what is regulated in the Civil Code and related requlations such as the
implementing rules of Shopee SPinjam. So that from the review of civil
law the position of the Shopee SPinjam credit agreement is considered
valid. The legal consequences of the Online Money Lending Agreement
in the perspective of Civil Law have binding legal force for the parties
as agreements in general. However, there is something that must be
considered, namely the interest rates of both because with high interest
rates the agreement can be canceled. The government through Bank
Indonesia or the Financial Services Authority must immediately make
requlations regarding restrictions on loan interest or requlations relat-
ed to Reasonable Interest Rates for loans and financial technology. The
determination of interbank bidding rates will reduce the complexity of
financial contracts by encouraging the standardization of the use of
benchmark interest rates on debt securities and/or loans with floating
interest rates, rupiah interest rate derivatives and also for valuation of
financial instruments. In addition, the government must ensure su-
pervisory authority and provide protection for users and providers of
financial technology with certainty.

Kata Kunci: Abstraks

Kredit, Online, Perjanjian, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang konsep hukum
dan SPinjam perjanjian kredit jika ditinjau dari KUHPerdata serta bagaimana kon-
sep perjanjian kredit Shopee SPinjam pada aplikasi Shopee. Penelitian
ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan
perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian
ISSN (print): 2722-7448 menunjukkan perjanjian kredit pada Sho-pee SPinjam jika ditinjau
ISSN (on-line): 2722-7456 dari hukum perdata sudah sesuai dengan yang diatur dalam
KUHPerdata maupun peraturan terkait seperti aturan pelaksana dari
Shopee SPinjam. Sehingga dari tinjauan hukum perdata kedudukan
perjanjian kredit Shopee SPinjam dianggap sah. Akibat hukum dari
Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online dalam perspektif
Hukum Perdata memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para
pihak sebagaimana perjanjian pada umumnya. Namun ada yang harus
diperhatikan yaitu suku bunga dari keduanya karena dengan suku
bunga yang tinggi perjanjian dapat di batalkan. Pemerintah melalui
Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan harus segera membuat
peraturan mengenai pembatasan bunga pinjaman atau pengaturan
terkait dengan Suku Bunga Wajar bagi pinjaman dan financial tech-
nology. Penetapan suku bunga penawaran antarbank akan
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1. Pendahuluan

Perkembangan dunia teknologi digital
berkembang pesat, pada transaksi jual beli
online semakin banyak fitur yang bisa di-
manfaatkan oleh pengguna e-commerce da-
lam mempermudah transaksi jual beli. Para
penyedia market place, saat ini bukan hanya
menyediakan untuk transaksi jal beli barang,
namun juga telah merambah pada pemebri-
an kredit atau pinjaman (Ananda et al., 2022
dan Solihin et al., 2022). Salah satu e-com-
merce yang menawarkan kemudahan dalam
sistem kredit adalah Shopee melalui pro-
gramnya Spinjam.

Internet sebagai suatu media informasi
dan komunikasi elektronik telah bermanfaat
untuk berbagai kegiatan, antara lain men-
jelajah (browsing), mencari data dan berita,
saling mengirim pesan melalui email, komu-
nikasi melalui situs jejaring sosial, dan ter-
masuk untuk perdagangan (Bianchi & An-
drews, 2012; Sundari, 2019; Liu et al., 2019;
Aryani et al., 2020; Liu et al., 2019; Setiawan
et al., 2020; dan Langi et al., 2022). Internet
juga dimanfaatkan sebagai akses perdagang-
an yaitu belanja online melalui marketplace.
Aktivitas belanja online melalui marketplace
menjadi suatu layanan yang sangat diminati
beberapa tahun terakhir. Marketplace adalah
platform dimana penjual ber-kumpul untuk
melakukan kegiatan bisnis dan transaksi
barang atau jasa tanpa harus bertemu secara
langsung dengan pihak pem-beli dan barang
yang diperjual belikan han-
ya berbentuk gambar atau deskripsi yang
menjelaskan spesifikasi dari produk yang

mengurangi kompleksitas kontrak keuangan dengan mendorong

standarisasi penggunaan suku bunga acuan pada surat utang dan/atau

pinjaman dengan suku bunga mengambang, derivatif suku bunga

rupiah dan juga untuk valuasi instrumen keuangan. Selain itu,

pemerintah harus memastikan wewenang pengawasan dan mem-

berikan perlindungan bagi pengQuna dan penyelenggara financial

technology secara pasti.
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dijual. Salah satu marketplace yang sangat
diminati saat ini dari kalangan remaja hing-
ga dewasa adalah marketplace Shopee. Sho-
pee merupakan sebuah aplikasi mobile, ap-
likasi ini merupakan wadah belanja online
yang lebih fokus pada platform mobile se-
hingga orang-orang lebih mudah mencari,
berbelanja, dan berjualan langsung di pon-
selnya saja tanpa harus menggunakan pe-
rangkat komputer.

Market place saat ini telah menyediakan
banyak sekali layanan yang memudahkan
customernya. Layanan pinjamanan online te-
lah menjadi salah satu produk yang dita-
warkan oleh market place. Dalam suatu pros-
es pinjam meminjam tentunya akan melalui
suatu proses dan akan mengikat pada pihak-
pihak yang terlibat (Gaol, 2019; Purborini et
al., 2020; Pratiwi et al., 2021; dan Fitra, 2021).

Buku II Kitab Undang-Undang Hu-
kum Perdata (KUHPer) mengatur tentang
perikatan (verbintenis). Kata “perikatan” pu-
nya makna lebih luas dari kata perjanjian.
Terdapat perikatan yang bersumber dari
perjanjian namun ada juga yang bersumber
dari Undang-Undang. Buku III KUHPer me-
ngatur tentangi hak dan kewajiban yang ter-
bit dari perjanjian, perbuatan melanggar hu-
kum serta peristiwa lain yang berhubungan
dengan hak dan kewajiban perseorangan.
Buku III KUHPer bersifat bersifat dinamis
pada praktiknya sehingga para pihak dapat
melakukan pengaturan yang berbeda dari a-
pa yang diatur dalam KUHPer, dengan sya-
rat kedua pihak yang melakukan perjanjian
harus menyepakatinya.

Pemakaian layanan SPinjam adalah sa-
lah satu bentuk dari perjanjian, sehingga di-
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gunakan regulasi perjanjian dalam peman-
faatannya (Hartanto & Ramli, 2018; Saputra,
2019; Pardosi & Primawardani, 2020; Putra,
2021; dan Arvante, 2022). Di dalam perjanji-
an yang dipakai pada sistem pembayaran
SPinjam, isi dari perjanjian tersebut telah
dibuat terlebih dahulu oleh salah satu pihak,
yang dikenal dengan perjanjian baku. Untuk
mengetahui kedudukan perjanjian pada la-
yanan SPinjam, maka dapat ditinjau dari
Buku III KUHPer mengenai perikatan. Tim-
bulnya bentuk perjanjian baru ini merupa-
kan salah satu dari akibat implementasi asas
kebebasan berkontrak pada perjanjian. Hal
ini merupakan permasalahan yang penting,
dimana seharusnya suatu perjanjian menga-
nut asas konsensualisme yang seharusnya
dalam proses pembuatan perjanjian ini perlu
kesepakatan diantara kedua belah pihak
yang ada.

Perjanjian dalam sistem pinjaman on-
line menarik untuk dianalisis, mengingat ba-
nyaknya kasus pinjaman online yang terjadi,
Telaah banyak kasus pinjaman online yang
menjerat masyarakat (Fitra, 2021; Abdullah,
2021; Sinaga & Alhakim, 2022; Sidiq & Se-
tiawan, 2022; dan Indradjaja et al., 2022).
Berdasarkan pemaparan di atas, maka tuju-
an penelitian ini adalah untuk mengana-lisis
aspek hukum perjanjian dalam sistemn shopee
spinjam pada kegiatan kredit online di Indo-
nesia.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian
hukum normatif, yaitu dengan menggu-
nakan statute Approach dan pendekatan kon-
septual. Sumber hukum yang digunakan be-
rupa sumber hukum primer, yaitu terkait
dengan peraturan hukum yang ada dan
sumber bahan hukum sekunder.

3. Hasil dan Pembahasan

Didalam masyarakat kegiatan ekono-
mi dilakukan dalam bentuk hubungan hu-

kum antara satu orang atau pihak dengan
orang atau pihak yang lain terhadap sesuatu
yang disepakati sebagai objek dalam hub-
ungan hukum tersebut yang disebut sebagai
perjanjian. Didalam sistem Hukum Perdata
Indonesia terdapat banyak macam perjanjian
yang diatur dalam Hukum Perdata, salah
satunya adalah tentang Pinjam Meminjam.
Pinjam Meminjam adalah suatu perjanjian
dengan mana pihak yang satu memberikan
kepada pihak yang lain suatu jumlah terten-
tu barang-barang yang menghabis karaena
pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang
ini akan mengembalikan sejumlah yang sa-
ma dari jenis dan mutu yang sama pula (Pa-
sal 1754 KUHPer).

Jumlah uang yang disebutkan dalam
perjanjian, jika sebelum saat pelunasan ter-
jadi suatu kenaikan atau kemunduran harga
(nilai) atau ada perubahan mengenai berla-
kunya mata uang, maka pengembailan jum-
lah yang dipinjam harus dilakukan dalam
mata uang yang berlaku, pada waktu pe-
lunasan, dihitung menurut harganya (nilai-
nya) yang berlaku pada saat itu (Pasal 1756
KUHPdt). Pada saat ini pinjam meminjam
uang tidak hanya dilakukan secara langsung
kepada lembaga yang memberikan pinjam-
an seperti Bank atau lembaga keuangan lain-
nya. Tetapi layanan pinjam meminjam uang
telah dilakukana dengan menggunakan a-
tau Financial Technology (Fintech).

Segala kebendaan si berutang (debitur)
menjadi jaminan atas hutang-hutangnya. Pa-
sal 1131 KUHPerdata menentukan: “Segala
barang-barang bergerak dan tak bergerak
milik debitur, baik yang sudah ada maupun
yang akan ada, menjadi jaminan untuk peri-
katan-perikatan perorangan debitur itu.”
Berdasarkan pasal tersebut, segala barang-
barang baik bergerak maupun yang akan a-
da dikemudian hari milik debitur menjadi
jaminan untuk memenuhi segala perikatan-
nya. Dasar perjanjian: segala perikatan, ter-
masuk utang piutang pada umumnya dida-
sarkan pada perjanjian yang dibuat oleh
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kedua belah pihak, baik tertulis maupun lis-
an. Lebih baik perjanjian secara tertulis ka-
rena segala sesuatunya akan lebih jelas dan
pasti karena ada bukti.

Dalam perjanjian utang piutang online
tersebut kedua belah sudah menyetujui hak
dan kewajiabn kedua belah pihak. Berdasar-
kan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, ter-
dapat empat syarat (kumulatif) yang diper-
lukan agar suatu perjanjian dapat dikatakan
sah secara hukum, yaitu: a) Sepakat mereka
yang mengikatkan dirinya. b) Kecakapan
untuk membuat suatu perikatan. c¢) Suatu
hal tertentu. d) Suatu sebab yang halal. Se-
hingga apabila keempat syarat tersebut ter-
penuhi maka perjanjian yang telah dibuat,
termasuk dalam hutang piutang sah. Sehing-
ga kedua belah pihak harus memenuhi per-
janjian tersebut. Akibat perjanjian yang di-
buat secara sah berlaku sebagai undang-
undang. Asas pacta sun servanda Pasal 1338
KUHPerdata.

Semua persetujuan yang dibuat sesuai
dengan undang-undang berlaku sebagai un-
dang-undang bagi mereka yang membuat-
nya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kem-
bali selain dengan kesepakatan kedua belah
pihak, atau karena alasan-alasan yang diten-
tukan oleh undangundang. Persetujuan ha-
rus dilaksanakan dengan itikad baik.

Pasal 18 POJK 77/2016: Perjanjian pe-
laksanaan Layanan Pinjam Meminjam Uang
Berbasis Teknologi Informasi meliputi: a)
perjanjian antara Penyelenggara dengan
Pemberi Pinjaman; dan b) perjanjian antara
Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjam-
an. Pasal 20, (1) Perjanjian pemberian pin-
jaman antara Pemberi Pinjaman dengan Pe-
nerima Pinjaman dituangkan dalam Doku-
men Elektronik. (2) Dokumen Elektronik se-
bagaimana dimaksud pada pada ayat (1)
wajib paling sedikit memuat: a) nomor per-
janjian; b) tanggal perjanjian; c) identitas pa-
ra pihak; d) ketentuan mengenai hak dan
kewajiban para pihak; e) jumlah pinjaman; f)
suku bunga pinjaman; g) nilai angsuran; h)
jangka waktu; i) objek jaminan (jika ada); j)
rincian biaya terkait; k) ketentuan mengenai

denda (jika ada); dan 1). mekanisme pe-
nyelesaian sengketa. (3) Penyelenggara wa-
jib menyediakan akses informasi kepada Pe-
nerima Pinjaman atas posisi pinjaman yang
diterima (4) Akses informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk in-
formasi terkait identitas Pemberi Pinjaman.
Mitigasi Risiko Pasal 21, Penyelenggara dan
Pengguna harus melakukan mitigasi risiko.
Pasal 22: Penyelenggara dapat menjadi ang-
gota sistem layanan informasi keuangan
OJK atau sistem layanan informasi lainnya
yang terdaftar di OJK dengan memenuhi
persyaratan sesuai dengan ketentuan pera-
turan perundangundangan Pasal 24, Reken-
ing Khusus escrow account dan virtual account
(1) Penyelenggara wajib menggunakan es-
crow account dan virtual account dalam rang-
ka layanan pinjam meminjam uang berbasis
teknologi informasi. (2) Penyelenggara wajib
menyediakan virtual account bagi setiap
Pemberi Pinjaman. (3) Dalam rangka pelu-
nasan pinjaman, Penerima Pinjaman mela-
kukan pembayaran melalui escrow account
Penyelenggara untuk diteruskan ke virtual
account Pemberi Pinjaman.

Permasalahan Pinjaman Online

Pinjaman online sekarang atau yang di-
sebut financial technology (fintech) peer to peer
lending semakin masif saat ini (Marginingsih,
2019; Aminuddin, 2021; dan Bere et al,
2022). Pinjaman online diatur pada Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.
01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam
Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pasal 7
Penyelenggara wajib mengajukan pendafta-
ran dan perizinan kepada OJK. Kemudahan
dalam meminjam dana menjadi salah satu
kelebihan layanan jasa keuangan ini diban-
dingkan perbankan. Dalam hitungan hari,
pinjaman dapat langsung dicairkan tanpa
perlu repot-repot mendatangi bank. Sayang-
nya, perkembangan industri fintech ini juga
lekat dengan stigma negatif dari masyakarat
khususnya dalam cara penagihan. Perusa-
haan fintech ada yang legal dan ada yang
ilegal. Yang legal biasanya dia tercatat di
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OJK. Sedangkan yang ilegal tidak tidak ter-
catat.

Perjanjian Pinjam Meminjam Uang se-
cara online dapat dikatakan “sah” apabila te-
lah memenuhi persyaratan yang ditentukan
oleh Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hu-
kum Perdata Juncto Pasal 1313 Kitab Un-
dang-Undang Perdata. Berpayung pada Per-
aturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/
POJK.01/2016 dan Peraturan Bank Indone-
sia (PBI) Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang
Uang Elektronik.

Pada dasarnya pinjam-meminjam ini
dilakukan berdasarkan perjanjian Baik dila-
kukan secara online atau tidak. Tidak ada
pinjam-meminjam yang dimulai tanpa per-
janjian. Untuk itu, maka secara umum pe-
ngaturan perjanjian termuat dalam Buku ke-
III KUHPerdata yang bersifat terbuka. Ar-
tinya semua pihak bebas melakukan perjan-
jian asal tidak bertentangan dengan undang-
undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Lebih lanjut, perjanjian dalam proses
pinjaman online ini merupakan perjanjian
baku. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999
mengistilahkan perjanjian baku dengan kla-
usula baku. Pada Pasal 1 butir 10 UU terse-
but, memberikan pengertian bahwa klausula
baku adalah aturan atau ketentuan dan sya-
rat-syarat yang telah dipersiapkan dan dite-
tapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh
pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu
dokumen dan/atau perjanjian yang mengi-
kat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Da-
lam praktiknya, perjanjian baku ini bersi-
fat take it or leave it, dimana jika salah satu
pihak tidak setuju, maka pihak tersebut da-
pat memilih untuk tidak melakukan perjan-
jian tersebut.

Namun, dalam praktiknya, teknologi
informasi dewasa ini telah digunakan untuk
mengembangkan industri keuangan di ten-
gah masyarakat mengingat juga untuk mem-
berikan perlindungan atas transaksi-tran-
saksi tersebut maka perlu kiranya Otoritas
Jasa Keuangan (OJK) mengatur lebih lanjut

mengenai hal ini yang kemudian dituangkan
dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
(POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang La-
yanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Tek-
nologi Informasi.

Perjanjian kredit antara para pihak ter-
libat tersebut wajib mengacu pada Pasal
1320 KUHPerdata, sehingga sebuah perjan-
jlan timbul dari adanya kesepakatan (kon-
sensualisme) yang di dahului dengan adan-
ya persamaan kehendak. Kemudian dalam
pelaksanaannya harus berpedoman pada Pe-
raturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/
POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Me-
minjam Teknologi Informasi.

Pinjaman online ini banyak diminati
oleh masyarakat karena menawarkan pin-
jaman dengan syarat dan ketentuan yang le-
bih mudah dan praktis dibandingkan de-
ngan tawaran pinjaman oleh lembaga keu-
angan konvensional seperti Bank (Wahida &
Andriati, 2021; Marcelina & Putri, 2022; dan
Savitri et al., 2021). Faktor lain yang mendo-
rong perkembangan pinjaman online adalah
jumlah penduduk Indonesia yang cukup be-
sar dan jumlah kepemilikan dan penggu-na-
an telepon selular yang begitu besar di Indo-
nesia, sehingga hal ini mendorong jumlah
transaksi pinjaman online ini terus ber-
tambah. Dalam pinjaman online terdapat hu-
bungan hukum yang mengikat para pihak
dengan adanya perjanjian.

Muhammad (1992) konsep perjanjian
dapat dirumuskan dalam arti sempit yaitu:
Perjanjian adalah persetujuan dengan mana
dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri
untuk melakukan suatu hal yang bersifat
kebendaan dibidang harta kekayaan. Adan-
ya hubungan hukum perjanjian dalam Pin-
jaman online disebutkan pada Pasal 18 POJK
No. 77/POJK0.1/2016 bahwa: Perjanjian pe-
laksanaan layanan pinjam meminjam Uang
berbasis Teknologi Informasi meliputi: a).
Perjanjian antara penyelenggara dengan
pemberi pinjaman dan b). Perjanjian antara
pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.
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Sebagai suatu perjanjian, maka harus tetap
berpedoman kepada syarat sahnya suatu
perjanjian sebagaimana diatur pada Pasal
1320 KUHPerdata yaitu: 1). Sepakat mereka
yang mengikatkan dirinya 2). Cakap untuk
membuat suatu perikatan 3). Suatu hal ter-
tentu 4). Suatu sebab yang halal Pinjaman
online dilakukan dengan penggunaan klau-
sula baku sebagai perjanjian baku yang ten-
tunya memperhatikan ketentuan larangan
dalam Undang-Undang Perlindungan Kon-
sumen No. 8 Tahun 1998, khususnya: a) La-
rangan pencantuman pengalihan tanggung
jawab, b) larangan tunduknya konsumen pa-
da ketentuan baru/perubahan ketentuan, c)
Perjanjian Baku adalah perjanjian yang dida-
lamnya terdapat syaratsyarat tertentu yang
dibuat oleh pelaku usaha tanpa mengikut
sertakan konsumen dalam menyusun kon-
trak sehingga konsumen tidak memiliki pili-
han lain dan dalam keadaan dibawah keku-
asaannya. Sedangkan klausula baku adalah
pasal-pasal yang terdapat dalam perjanjian
baku, baik berbentuk elektronik /digital
atau non digital. Perjanjian baku dalam pen-
erapannya saat ini tidak hanya terbatas pada
kontrakkontrak yang dilaksanakan secara
konvensional saja, tetapi telah berkembang
pada kontrak-kontrak yang dilakukan secara
elektronik. Menurut UU ITE, kontrak el-
ektronik adalah perjanjian para pihak yang
dibuat dengan menggunakan sistem elek-
tronik. Penggunaan klausula baku pada per-
janjian baku, pada perjanjian pinjam me-
minjam dilakukan secara online merupakan
sah dan berkekuatan hukum dan mengikat
bagi para pihak jika hal tersebut tidak ber-
tentangan dengan syarat sahnya suatu per-
janjian, suatu perjanjian sebagaimana diatur
dalam Pasal 1338,1320 KUHPerdata tentang
kekuatan mengikat suatu perjanjian dan sya-
rat sahnya suatu perjanjian. Hal ini juga di-
pertegas pada POJK No. 77/POJK.01/2016
Pasal 20 yang mengatakan: Perjanjian pem-
berian pinjaman antara pemberi pinjaman
dengan penerima pinjaman dituangkan da-
lam bentuk dokumen elektronik. Dalam me-
nyelenggarakan Pinjaman Online POJK No.

77/POJK.01/2016 telah mengatur bahwa
pihak penyelenggara harus berbentuk badan
hukum Indonesia yang menyediakan, me-
ngelola dan mengoperasikan layanan pinjam
meminjam uang berbasis online. Bentuk Ba-
dan Hukumnya dapat berupa Perseroan Ter-
batas atau Koperasi.

Pengaturan Hukum Fintech Di Indonesia

Di Indonesia saat ini ada dua lembaga
yang berwenang mengatur Fintech di Indo-
nesia yaitu Bank Indonesia (BI) dan Otoritas
Jasa Keuangan (OJK). Namun sejauh ini ba-
ru Bl yang secara khusus menerbitkan ber-
bagai peraturan soal penyelenggaraan Fin-
tech. Ada beberapa peraturan yang menga-
tur beberapa kegiatan Fintech dalam sistem
pembayaran dan sistem Jasa Keuangan di
Indonesia yaitu: 1) Peraturan Bank Indone-
sia: PBI No. 1I/12/PBI/2009, Tentan uang
elektronik. 2) Peraturan Bank Indonesia: PBI
No.16/8/PBl/2014 Tentang Perubahan atas
PBI No. II/12 Tentang Uang elektronik. 3)
Peraturan Bank Indonesia: PBI No. 18/17/
PBI/2016 Tentang Perubahan kedua atas PBI
No. II/12/PBI/20 Tentang uang elektronik
(electronic money). 4) Peraturan Bank Indone-
sia: PBI No. 18/40/PBI/2016 Tentang Pe-
nyelenggaraan pemrosesan transaksi pem-
bayaran. 5) Peraturan Bank Indonesia: PBI
No. 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelengga-
raan Teknologi finansial. 6) Peraturan otori-
tas jasa keuangan: POJK No. 77/POJK.01/
2016 Tentang layanan Pinjam Meminjam
Uang Berbasis Teknologi Informasi. 7) Pera-
turan Otoritas Jasa Keuangan: POJK No.
39/POJK.04/2014 Tentang agen penjual efek
reksadana. 8) Peraturan Otoritas Jasa Keu-
angan: POJK No. 69/POJK.05/2016 Tentang
Penyelenggaraan usaha perasuransian.

Dengan adanya beberapa peraturan
yang mengatur tentang Fintech ini, maka di-
masyarakat terdapat beberapa kegiatan yang
menggunakan teknologi finansial ini. Salah
satu yang berkembang dimasyarakat dan
banyak digunakan oleh masyarakat adalah
apa yang disebut dengan Peer to Peer Lending
(P2P Lending) atau layanan Pinjam Memin-
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jam Uang berbasis Teknologi Informasi atau
yang disebut dengan Pinjaman Online yang
menjadi materi Penyuluhan Hukum Pada
Pengabdian Kepada Masyarakat ini.

Di Indonesia Pinjam Meminjam ber-
basis Teknologi Informasi atau Pinjam Mem-
injam uang secara online diatur pada Pera-
turan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.
01/2016 Tentang Layanan Pinjam Memin-
jam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pa-
da Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini ada
dua hal yang disebutkan sebagai pertim-
bangan dibuatnya Peratuan Otoritas Jasa
Keuangan No. 77/POJK.01/2016 ini yaitu: 1)
Bahwa teknologi informasi telah digunakan
untuk mengembangkana industri keuangan
yang dapat mendorong tumbuhnya alter-
natif pembiayaan bagi masyarakat. 2) Bahwa
dalam rangka mendukung pertumbuhan
lembaga jasa keuangan berbasis teknologi
informasi sehingga dapat lebih berkontribusi
terhadap perekonomian nasional. 3) Pada
Pasal 1 angka 3 POJK No. 77/ PJOK.01/2016
menyebutkan bahwa: Layanan Pinjam Mem-
injam Uang Berbasis Teknologi Informasi a-
dalah penyelenggaraan layanan jasa keuang-
an untuk mempertemukan pemberi pinjam-
an dengan penerima pinjaman dalam rangka
melakukan perjanjian pinjam meminjam
dalam mata uang rupiah secara langsung
melalui sistem elektronik dengan menggu-
nakan jaringan internet

4. Simpulan dan Saran

Simpulan

Konsep Perjanjian kredit jika ditinjau
dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
mengacu pada Buku III tentang perikatan
dan Undang-undang perbankan yang me-
ngatur tentang kredit. Dalam praktik kredit
KUH Perdata menghendaki adanya bunga
sebagai balas jasa terhadap kreditur, baik
dengan bunga yang ditentukan dalam un-
dang-undang yaitu sebesar 6% maupun bu-
nga yang diperjanjikan oleh para pihak se-

bagai bentuk dari asas kebebasan berkon-
trak. Keabsahan perjanjian kredit pada sho-
pee SPinjam jika ditinjau dari Hukum Per-
data sudah sesuai dengan yang diatur dalam
KUH Perdata maupun peraturan terkait
seperti POJK No.77/POJK.01/2016 tentang
layanan pinjam meminjam uang berbasis
teknologi informasi sebagai aturan pelak-
sanan dari shopee SPinjam, sehingga bisa
disimpulkan bahwa dari tinjauan hu-kum
Positif kedudukan perjanjian kredit shopee
SPinjam dianggap sah. Akibat hukum dari
Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara
online yang dibuat secara sah dalam pre-
spektif Hukum Perdata memiliki kekuatan
hukum yang mengikat bagi para pihak se-
bagaimana perjanjian pada umumnya tidak
hanya mengikat untuk hal-hal yang secara
tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga
untuk segala sesuatu yang menurut sifat
persetujuan, diharuskan oleh kepatutan, ke-
biasaan dan undang-undang. Namun, ada
yang harus diperhatikan suku bunga yang
tinggi dalam perjanjian pinjam meminjam
uang menurut hukum perdata dapat di-
batalkan.

Saran

Pemerintah melalui Bank Indonesia a-
tau Otoritas Jasa Keuangan harus segera
membuat peraturan mengenai pembatasan
bunga pinjaman atau pengaturan terkait de-
ngan suku bunga wajar bagi pinjaman dan
financial technology. Penetapan suku bunga
penawaran antarbank akan mengurangi
kompleksitas kontrak keuangan dengan
mendorong standarisasi penggunaan suku
bunga acuan pada surat utang dan/atau
pinjaman dengan suku bunga mengambang,
derivatif suku bunga rupiah dan juga untuk
valuasi instrumen keuangan. Selain itu, pe-
merintah harus memastikan wewenang pe-
ngawasan dan memberikan perlindungan
bagi pengguna dan penyelenggara financial
technology secara pasti. Bank Indonesia dan
Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dapat
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mengkaji ulang regulasi yang ada saat ini,
membuat mekanisme teknis dan memben-
tuk lembaga pengawas Etika Teknologi yang
mengarahkan perkembangan Financial Tech-
nology secara efektif Penyelenggara Finan-
cial Technology diharapkan memperhatikan
sosial budaya dan ekonomi nasional dalam
pengembangan inovasi teknologi yang bersi-
fat disruptif Masyarakat diharapkan dapat
turut mengawasi perkembangan Financial
Technology
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